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TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang  a bahwa jabatan fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya

Mengingat S 1

yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 07/KEP/N PAN/2/2/1989 tentang
JabatanvFungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya tidak
sesuai dengan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi
Asisten Apoteker;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang periu
mengatur kembali jabatan fungsional Asisten Apoteker dan
Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara,

Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik




Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diub.ah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
Undang-Undang Nomor & Tahun. 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia»_Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671},
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik {ndonesia Tahun 1986 Nomor 23,
Tambatan Lemoaran Negara Repubiik indonesia Nomor 3330);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik {ndonesia
Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah sepuluh kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor



10.

1.

12.

1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 1);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang .Ja‘batan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3547),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia'Tahun .1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Reputik imdorssa
Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentahg Formasi
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4015); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432),

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 ; tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 195 Tambahan ' Lemba}'an
Negara Republik indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2002 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
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Memperhatikan:

13.

14,

15.

16.

17.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lémbaran
Negara Republik indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4193);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 198, .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang,
Fergangkatem, FPemimdatan, dan  Fempernentan  Pegawal
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembara_tj Negara Republik Indonesia

Neomor 4263):

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia;

Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor
1193/Menkes/XI/2007 Tanggal 14 November 2007;
Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan

suratnya Nomor: k.26-30/v.31-3/93 Tanggal 18 Maret 2008.



Ménetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN APOTEKER DAN ANGKA KREDITNYA. .-
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daiam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur :Ne‘garé

ini yang dimaksud dengan :

1. Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang un‘fuk _
melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit
pefayanarkesetatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
dengan hak dan keWajiban yang diberikan secara penuh oleh
pejabat yang berwenang.

2. Penyiapan pekerjaan kefarmasian adalah penyiapan rencén'a
kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbeka!ah farmasi,
dan penyiapan pelayanan farmasi klinik. '

3. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi, alat kesehatan,
perbekaiah kesehatan rumah tangga, radio farmasi, dén gas
medik.

4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisidnal, dan
kosmetika. |

5. Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin,
implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk
mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan

penyakit, merawat orang sakit serta .memulihkan kesehatan



pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan
memperbaiki fungsi tubuh.

. Perbekalan kesehatan rumah tangga adalah alat, bahan atau
campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk
manusia, hewan peliharaan, rumah tangga ‘dan atau tempat-
tempat umum,

. Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan-untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu rumah sakit, instalasi
farmasi Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota (Gudang farmasi)/Unit
relaksama Teknis Daeraﬁ (UPTD), puskesmas, apotek, dam
poliklinik/balai pengobatan serta unit pelayanan kesehatan

lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

—— g bt 2 - —— =

. ATgKE KTedit adaran Sawiar Miai Gan tap DUt kegiaan dan aau
akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang
Asisten Apoteker dalam rangka pembinaan karier kepangkatan
dan jabatannya.
. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk
menilai prestasi kerja Asisten Apoteker.

BAB I

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA,
KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Pasal 2

Jabatan Fungsional Asisten Apoteker termasuk dalam- rumpun

kesehatan.

Pasal 3

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah

Departemen Kesehatan.



(2) Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib melaksanakan tugas perﬁbinaan yang antara iain meliputi :

a.

Penetapan pedoman formasi Jabatan Fungsional Asisten
Apoteker,
Penetapan standdr kompetensi Jabatart Fungsional Asisten

Apoteker,;

. Pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;

_ Sosialisasi Jabatan Fungsional Asisten Apoteker serta

petunjuk pelaksanaannya,

. Penyusunan  kurikulum pendidikan dan  pelatihan

fungsionaliteknis fungsional Asisten Apoteker;
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional /teknis
g AsTsenTRpoteker daT pereEEan Serthinas),
Pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten
Apoteker,;

Fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker,
Fasilitasi pembentukan organisasi‘Asisten Apotéker;
Fasilitasi kerjasama penyusunan dan benetapan etika profesi
dan kode etik Asisten Apoteker; dan

Melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional
Asisten Apoteker.

Pasal 4

(1) Asisten Apoteker  berkedudukan sebagai pelaksana teknis

fungsional penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit

pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan

instansi lainnya.



(2) Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang
telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasai &
Tugas pokok Asisten Apoteker adalah melaksanakan penyfia'pan
pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencané kerja
kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi,‘ dan
penyiapan pelayanan farmasi klinik.
BAB lil
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Asisten Apoteker yang dinilai angka

kreditriya, terdin dari .

a. Pendidikan, meliputi :

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelarfijazah:;

2. Pendidikan dan pelatihan fungéional di bidang penyiapan

pekerjaan kefarmasian dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:

3. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan dan
memperoleh Surat Tanda Tama! Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat.

b. Penyiapan pekerjaan kefarmasian, meliputi :

1. Penyiapan rencana kerja kefarmasian;

2. Penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi;

3. Penyiapan pelayanan farmasi klinik.

¢. Pengembangan profesi, meliputi :
1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyiapan

pekerjaan kefarmasian/kesehatan;




2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang penyiapan pekerjaan kefarmasian/kesenatan; |

3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan Ipetunjuk
teknis di bidang penyiapan pekerjaan
kefarmasian/kesehatan,

4. Penemuan/pengembangan teknologi tepat guna‘ di bida'ng
penyiapan pekefjaan kefarmasian/kesehatan,

5. Merumuskan sistern penyiapan pekerjaan
kefarmasian/kesenatan; | 7

6. Melakukem penyulutan di  bidang penyiapa'n_' :pekerjaan
kefarmasian/kesehatan. |

d. Penunjang tugas Asisten Apoteker, meliputi :

1. Pergajerpelatin/pembimbing yang bemaian dengan bidang
penyiapan pekerjaan kefarmasian/kesehatan;

2. Peran serta dalam kegiatan seminarl!okakarya di bidang
penyiapan peketjaan kefarmasian/kesehatan; 7

3. Keanggotaan dalam Komite Farmasi dan Terapﬁ (KFT) '
dan/atau kepanitiaan lainnya; |

4. Keanggotaan dalam organisasi profesi Asisten Apocteker;

5. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten
Apoteker;

6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

7. Perolehan penghargaan//tanda jasa.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7
(1) Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah Jabatan Tingkat

| Terampil.



(2) Jenjang jabatan Asisten Apoteker dari yang terendah sampai
yang tertinggi, adalah :

Asisten Apoteker Pelaksana Pemuia;

o

=

Asisten Apoteker Pelaksana;

o

Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan:
d. Asisten Apoteker Penyelia.

(3) Jenjang jabatan fungsional Asisten Apoteker se_bagaimana |
dimaksud pada ayat (2) dari yang terendah sampai dengan yang
tertinggi, adalah:

a. Asisien Apoteker Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur
Muda, golongan ruang il/a.
b. Asisten Apoteker Pelaksana, terdiri dari:
1. Pengamr Muda i rgkat i, golorgan ruang /o,
2. Pengatur, galongan ruang lifc;
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang Hi/d;
¢. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:
1. Penata Muda, golongan ruang Ilt/a; ‘
2. Penata Muda Tingkat !, golongan ruang lil/b;
d. Asisten Apoteker Penyelia, terdiri dari:
1. Penata, golongan ruang lll/c; |
2. Penata Tingkat |, golongan ruang ill/d;

(4) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Asisten Apoteker
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat
dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk
masing-masing jenjang jabatan.

(5) Penetapan jenjang jabatan Asisten  Apoteker  untuk
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah

angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang
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berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimung’kinkan |
pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). '
BABV
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILA
Pasal 8
(1) Rincian kegiatan Asisten Apoteker sesuai dengan jenjang
jabatan, sebagai berikut:
a. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula : _
1. Menyiapkan ruangan, peralatan dan bahamfoahan untuk
kegiatan produksi dalam rangka Produksi Sediaan

Farmasi Non Steril;

z. Menyrapkar barariarat daran raligie Sterinsas Semral,

3. Menyimpan alat-alat dan mendistribusikannya dalam
rangka Sterilisasi Sentral;

4. Mendistribusikan perbekalan farmasi dalam. ranéka
Pendistribusian Perbekalan Farmasi.

b. Asisten Apoteker Pelaks‘ana:

1. Mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari
berbagai sumber/facuan dalam rangka Penyiapan
Rencana Kegiatan Kefarmasian;

2. Mengumpulkan data-data dalam rangka Perencanaan
Perbekalan Farmasi; _

3. Menimbang dan atau mengukur bah}an baku dalam
rangka Produksi Sediaan Farmasi Non Sterif;

4. Menyiapkan ruangan, perlatan dan bahan-bahan untuk

kegiatan produksi dalam rangka Produksi Sediaan

Farmasi Steril;
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Mengemas alat-alat dalam rangka Sterilisasi Sentral;
Menerima dan memeriksa perbekalan farmasi dalam
rangka Penerimaan Perbekalan Farmasi;

Menyimpan  perbekalan farmasi dalam rangka
Penyimpanan Perbekalan Farmasi;

Menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi resep

serta menghitung harga obatnya datam rangka

Dispensing Resep Individual.

. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan :

1.

N

Memilah-milah, mengelompokkan dan mengompilasi
data-data dalam rangka Penyiapan Rencana Kegiatan
Kefarmasian;

Merekapituiasi cat@-uat@  gmam  rangRa  Permiinan
Perbekalan Farmasi;

Merekapitulasi data-data dalam rangka Perencanaan
Perbekalan Farmasi;

Menyiapkan daftar usulan perbekalan farmasi dalam

rangka Pengadaan Perbekalan Farmasi Melalui Jalur -

Pembelian;

Menyiapkan daftar usulan perbekalan farmasi yang
merupakan .program  pemerintah  dalam  rangka
Pengadaan Perbekalan Farmasi Melalui Jalur Non
Pembelian; .

Mengemas obat dan memberi etiket dalam rangka
Produksi Sediaan Farmasi Non Steril: |
Menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam

rangka Produksi Sediaan Farmasi Steril:
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8. Menyiapkan obat dan membuat etiket dalam rangka

9.

Dispensing Resep Individual;
Menyiapkan kebutuhan cbat untuk tiap kali pemakaian

dalam rangka Dispensing Dosis Unit;

10. Menyiapkan komponen Sediaan Nutrisi Parenteral Total

dalam rangka Sediaan Nutrisi Parenteral Total,

11. Membuang limbah obat dalam rangka Sediaan

Sitostatika;

12. Menyusun laporan kegiatan farmasi klinik dalam rang'ka

1.

Penyusunan Laporan Kegiatan Farmasi Klinik.

. Asisten Apoteker Penyelia:

Mengemas obat dan memberi efiket dafam rangka
Produksi Sedraan Farmasi Sterii; |
Melaksanakan penghapusan dalam rangka Penghapusan
Perbekalan Farmasi; |

Menyusun laporan kegiatan penge[olaaﬁ perbekatan
farmasi ;

Membuat rincian pemakaian obat dan biayanya daiam
rangka Dispensing Dosis Unit, |
Menyiapkan sediaan intra vena dalam rangka" Sediaan
Intravena,;

Menyiapkan sediaan sitostatika dalam rangka Sediaan

Sitostatika.

(2) Asisten Apoteker Pelaksana Pemula sampai .dehgan.Asisten
Apoteker Penyelia yang melaksanakan kegiatan pehgabdian
masyarakat, bertugas di tempat yang mempunyai resiko tinggi
dan atau rawan, menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan

farmasi dan atau dokumen, melaksanakan kegiatan
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pengembangan profesi dan penunjang tugas Asisten Apoteker
diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam
Lampiran i Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara ini. |
Pasal 9
(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Apoteker

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka

_IAsisten Apoteker yang berada satu tingkat di atas atau satu
tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat metakukan kegiatan
tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis déri pimpinan
unit kefja yang bersangkutan.

(2} Apabiia pada suatu unit kerja dalam situasi kegawat-daruratan
tidak terdapat Asisten Apoteker sesuai dengan jenjang
jabatannya untuk melaksanakan »kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka Asisten Apoteker dapat

yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan
melakukan pekerjaan dua tingkat diatas atau dua tingkat di
!

bawah jenjang jabatannya;
Pasal 10
Penilaian langka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: |
a. Asisten Apoteker yang melaksanakan tugas di bidang
kefarmasian satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit
yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen)
dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
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b. Asisten Apoteker yang melaksanakan tugas di bidang
kefarmasian satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka
kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angkaik_redit
setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

c. Asisten Apoteker yang melaksanakan tugas di bidang penyiapan
kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan dua ting_kat di atas
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 40%
(empat puluh persen) dari setiap butir kegiatan yang dilékukan,
sebagaimana tersebut dalam .Lampiran | Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini. _

d. Asisten Apoteker yang melaksanakan tugas di bidéng penyi'apan '
kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan dua tingkat di

tawan jemeng jebomnye, angha St yang O -

ditetapkan sama dengan-angka kredit setiap butir kegiatan yang
yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
e. Asisten Apoteker yang melaksanakan kegiatan Apoteker di
bidang kefarmasian dalam jenjang jabatan Apoteker Pertama
dan Apoteker Muda maka angka kredit yang diperoleh
ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari setiap butir kegiatan
yang dilékukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
NOMOR: PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional
Apoteker dan Angka Kreditnya.
Pasal 11

(1) Unsur kegiatan yang dinitai dalam memberikan angka kredit

terdiri atas:
a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.
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(2) Unsur utama terdiri atas:
a. Pendidikan;
b. Penyiapan pekerjaan kefarmasian; dan
c. Pengembangan profesi.

(3) Unsur  penunjang adalah kegiatan vyang mendukung
pelaksanaan tugas Asisten Apofeker sebagaimana di maksud
dalam Pasal 6 butir d.

(4) Rincian kegiatan Asisten Apoteker dan angka kredit masing-
masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana fersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12 3

(1) dJurmiah amgka kredt karmuatatt e yang Trarus mpéﬁu’n: cien
setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan
dan kenaikan jabatan/pangkat Asisten Apoteker adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran i Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini dengan ketentuan:
a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur utama; dan
b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur penunjang.

(2) Asisten Apoteker yang memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatanlpéngkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikrutnya.

(3) Asisten Apoteker pada tahun pertama telah memenuhi atau
melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan

jabatan/pangkat dalam masa Jabatan/pangkat yang didudukinya,
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maka pada tahun kedua diwajibkan mengumputkan paling

kurang 20% {dua puiuh persen)_angka kredit dari jumlah angka

kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat

setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

(4) Asisten Apoteker Penyelia, pangkat Penata Tingkat |, golongan

ruang Il{/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangk_atnya

diwajibkan mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka

kredit dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 13

(1) Asisten Apoteker yang secara bersama-sama membuat kafya

tulis/karya ilmiah di bidang kefarmasian/kesehatan, diberikan

angka kredit dengan ketentuan sebagati berikut:

-~
a.

| 2 {dua) orang penuiis maka peMUagRm

g
-1
¢
£L
=
L
<N
ot |
[\

angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi
penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis
pembantu ;

Apabita terdiri dari 3 (tiga) crang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi
penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima
persen) untuk penulis pembantu; atau

Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pemblag‘ia‘n»'
angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persenj" bagi
penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh pefs.en)

untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah pénu!is pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling banyak 3 (tiga) orang.
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BAB Vi
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
| Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, éetiap
Asisten Apoteker diwajibkan mencatat dan mengihvetarisir
seluruh kegiatan yang dilakukan;
(2) Penilaian dan Penetapan angka kredit terhadap ;‘,etiap Asisten
Apoteker dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahuyn.
(3) Penilaian dan Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat

yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat Asisten

Apoteker diilakukan paling kurang 2 (dua) Kali dalam"1 (satu)

tahun, vaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
Fegawal Negei Sigil
Pasal 15
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kfédit Asisten.
Apoteker, sebagai berikut -
a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan
kefarmasian Departemen Kesehatan bagi Asisten Apoteker

Pelaksana Pemula sampai dengan Asisten Apoteker

Penyelia yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di

lingkungan Departemen Kesehatan:

b. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/ Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen
Kesehatan {setingkat esélon I} bagi Asisten Apoteker
Pelaksana Pemula sampai dengan Asisten Apoteker
Penyelia yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di

lingkungan masing-masing;
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. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Asisten Apoteker

Pelaksana Pemula sampai dengan Asisten Apoteker

Penyelia yang bekerja pada pelayanan kefarmasian di

- lingkungan Provinsi;

. Kepala Dinas Kesehatan Kabubateanota bagi Asisten

Apoteker Pelaksana Pemula sampai dengan Asisten
Apoteker Penyelia yang bekerja pada pelayanan kefarmas'ian

di lingkungan Kabupaten/ Kota.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana
dinraksud pada ayat (1) dibantu oleh:

a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Apoteker

Sekretariat Direktorat Jenderal Departemen Kesehatan bagi

Sokremns Unenorar JendeTal yarg memhina  perayaran
kefarmasian Departemen Kesehatan, yang selanjutnya

disebut Tim Peniiai Sekretariat Direktorat Jenderal;

. Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/

" Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain

Departemen Kesehatan bagi Pimpinan Instansi, selanjutny_a

disebut Tim Penilai Instansi.

. Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Provinsi

bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, selanjutnya disebut

Tim Penilai Provinsi;

. Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Kab/Kota

bagi Kepala Dinas Kesehatan KabupatenKota sefanjutnya

disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;
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Pasal 16

Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Apoteker terdiri dari unsur

teknis yang membidangi penyiapan pekerjaan kefarmasian, unsur

kepegawaian, dan pejabat fungsional Asisten Apoteker.
Pasal 17
(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut;
a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis:
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur
kepegawaian;
¢. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota. |

(2) Anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (1) huruf d, rpaling
Kurang 2 (dnajﬂ'angﬁan“pejabaﬁungsm::ai AsTsTen Apoteker.

(3) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah:

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jenjang/pangkat Asisten Apoteker yang dinilai:

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi
kerja Asisten Apoteker; dan s

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(4} Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 {tiga) tahun:

(5) Apabila Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain
Departemen Kesehatan belum dapat dibentuk karena belum
memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan,
maka penilaian prestasi kefja Asisten Apoteker dilakukan Tim
Peniiai Sekretariat Direktorat Jenderal.

(6) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum

memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan;
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maka penilaian prestasi ketja Asisten Apoteker dilakukan oleh
Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal. |
(7) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat -dibenvtﬁk‘
karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilaj yang.
ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Asisten Apoteker
dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat at’a_u
Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Sekretariat Dir_ekté.-‘rat‘
Jenderal.
(8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oiéh: ‘
a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pe!ayaria‘n
kefarmasian Departemen Kesehatan atau Pejabat Esei‘o:n-i-H
yang ditunjuk untuk Tim Penilai Sekretariat Direktdrét ,
Jerderai; ' T
b. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen/ Lembaga: L
Pemerintah Non Departemen {LPND) selain Depar’céme‘nf,
Kesehatan {minimal eselon HI) untuk Tim Penilai instanéi.
c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim P‘eni’!'ai;';
Kab/Kota: | S
Fasal18
(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai
dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat - diangkat. |
kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (s’a_tu)imaé‘a‘
jabatan. |
(2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka
Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim.‘ gF_’ejnii:ai‘

Pengganti.
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Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai jabatan Asisten i

Apoteker ditetapkan oieh Menteri Kesehatan selaku' Pimpinan
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Apoteker.
Pasal 20 _

Usut penetapan angka kredit Asisten Apoteker diajukan oleh :

a. Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Kefarmasian pada sarana
pelayanan kefarmasian paling rendah eselon 1 di lingkungan
Departemen  Kesehatan,  Kepala Dinas  Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota, pimpinan unit kerja yang secara
fungsional membawahi pelayanan kefarmasian ins_t:ansi pusat di
luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon UM képada

Sekretaris  Direktoral Jenderal yang © membina pelayaran

kefarmasian Departemen Kesehatan untuk angka kredit _AsiStén-

Apoteker Pelaksana Pemula sampai dengan Asisten Apoteker
Penyelia di lingkungan masing — masing;

b. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan
kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan_
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
selain Departemen Kesehatan (minimal eselon Ifl) untuk angka
kredit Jabatan Asisten Apote'ker Pelaksana Pemuta sampai

dengan Asisten Apoteker Penyelia_.

C. Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) yang bersangkutan kepada Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Jabatan Asisten Apoteker

Pelaksana Pemula sampai dengan Jabatan Asisten Apcteker

Penvyelia;
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d. Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Unit 'Pelaks?na
Teknis Daerah (UPTD) yang bersangkutan kepada Kepala Dfnas
Kabupaten/Kota (minimal eselon Ill) untuk angka kredit Jabatan
Asisten Apoteker Pelaksana Pemula sampai dengan Asisten
Apoteker Penyelia. |

Pasal 21

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang ben%«enang
menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan
kenaikan jenjang/pangkat Asisten Apoteker  sesuai dengan
kete:';fuan peraturan perundang-undahgan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
tidak dapat diajukan keberatan oleh Asisten Apoteker yang

BAB Vil
PENGANGKATAN DALAM JABATAN ASISTEN APOTEKER
Pasal 22

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam

jabatan Asisten Apoteker, adalah pejabat pembina kepegawaian

yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali déiam
jabatan Asisten Apoteker harus memenuhi syarat : |
a. Berijazah Asisten ApotekKer,

b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golengan ruang Wa;

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

~ terakhir.
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(2) Penetapan jenjang jabatan Asisten Apoteker sebaga}mana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan angka kredit
yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjahg setelah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit.

(3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan
Fungsional Asisten Apoteker melalui pengangkatan “,CéIOn
Pegawai Negeri Sipil. |

Pasai 24

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan AsistenAﬁdteker

ditaksanakan sesuar dengan formas Jabétan Amsten.ApéteKer
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan
Asisten Apoteker dilaksanakan sesuai formasi jabatan Asisten
Apoteker yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab
di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat

pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jébatan'

Asisten Apoteker dilaksanakan sesuai formasi jabatan Asisten
Apoteker yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing
setelah ‘mendapa’t persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara

dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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Pasal 25

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan Asisten Apoteker dapat diperimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut: | '
a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalém ‘Pasal 23

dan Pasal 24;

b. Memiliki pengalaman dalam penyiépan 'pekerjaan.
kefarmasian paling kurang 2 (dua) tahun terakhir-sebelum -
diangkat dalam jabatan Asisten Apoteker; | o

c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan‘Peken“aan
(DP-3) pafing rendah bernilai, baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir. :

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipii
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatannya 'ditet'aplll_(an
sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh ‘peja’_bat
yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumiah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dltetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB VI |

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,' |

DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN |
' Pasal 26 ‘

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat

kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari

jabatan Asisten Apoteker, adalah pejabat yang berwenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 27

(1) Asisten Apoteker Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Mdda,
golongan ruang {/a, sampai dengan Asisten Apoteker
Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang lli/c, di‘bebaskan_
sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jaba’tanlpahgkat

setingkat lebih tinggi.

|
|
|
| ?
(2) Asisten Apoteker Penyelia, pangkat Penata Tingkat |, golongan l
ruang lll/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiapA }
tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat ‘
mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari 1

kegiatan tugas pokok. ‘
(3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada |

ayat (1) dan ayat (2), Asisten Apoteker dibebaskan sementara

dari jabatannya, apabila:

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkai sedang atau tingkat berat

berupa penurunan pangkat;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Neger_i.Sipil; |

c. Ditugaskan secara penuh di fuar jabatan Asisten Apbtéker;

d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk

persalinan keempat dan seterusnya; atau
e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Pasal 28

(1) Asisten Apoteker yang telah selesai menjalani pembebasan

sementara sebagaimana dimaksud dalam pasat 27 ‘ayat (1), ayat
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(2), dan ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e dapat diangkat
kembali dalam jabatan Asisten Apoteker.
(2) Asisten Apoteker yang dibebaskan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dapat diangkat

kembali dalam jabatan fungsional Asisten Apoteker apabila 7

berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berWaji'b,l yang
bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

(3) Asisten Apoteker yang dibebaskan sementara sebagajma_na
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, dapat. diangkat
kembali dalam jabatan fungsional Asisten Apoteker paling tinggi
berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki
dan/atau angka kredit dari prestasi kerja di bidang 'p‘enyiapan
pekerjaan pelayanan kefarmasian Asisten Apoteker yalhg
diperoleh selama pembebasan seméntara setelah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 29

Asisten Apoteker diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk

kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi:
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b. Dalam jangka wakiu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementaré
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),
tidak dapat mengumputkan angka kredit yang ditentukan; |

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berupa _
penurunan pangkat. . |

Pasal 30

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan

pemberhentian darl jabatan Asisten Apoteker sebégaimana

dimaksud dalam Pasa! 26, Pasal 27, dan Pasai 28 ditetabkgn‘ Ql'eh

Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan S'es'uai.'d'en‘ga.‘n:‘

peraturan perundang-undangan. |

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan,
kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, - dan
pemberhentian daiam dan dari jabatan Asisten Apoteker ‘yang
ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Negara Pehday_agunaan )
Aparatur Negara ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 32
Prestasi kerja Asisten Apoteker yang telah dilakukan szimpai
dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan peraturan ini, dinilai
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/12/1999.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan  pelaksanaan Peraturan Menteri -~ Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih Ianjut'oteh _

Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparétur
Negara ini mulai berlaku, Keputusan Menteri “Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/ 12/
1999 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka
Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Ferai.ran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkar.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal | 15 April 2008
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